BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sebaran Luas

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
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19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Trenggalek  Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang

mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi,
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dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh
manusia.

6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang Lahan yang digunakan
untuk usaha pertanian tanaman pangan.

7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah.

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan
dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga Kerja,
dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan
pangan serta kesejahteraan rakyat.

9. lIrigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air
irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi
permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan

irigasi tambak.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan kepastian hukum mengenai sebaran luas Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB 111
URAIAN SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasal 3

(1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan 12.785
(dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar, terdiri dari:
a. Lahan lIrigasi seluas 8.639 (delapan ribu enam ratus tiga puluh
sembilan) hektar; dan
b. Lahan Non Irigasi seluas 4.146 (empat ribu seratus empat puluh

enam) hektar.
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(2) Luas dan sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran |
dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

(1) Evaluasi dan/atau keberatan terhadap luas dan sebaran luas
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan secara tertulis
kepada Bupati melalui tim pengendalian Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan Bupati yang keanggotaannya paling sedikit terdiri dari
unsur:

a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang
pertanian;

b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang
perencanaan;

c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang
penataan ruang; dan

d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang

pertanahan.

Pasal 5

Pemberian insentif terhadap pemilik Lahan, petani penggarap
dan/atau kelompok petani Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK ,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



